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ABSTRAK

Nama : Annisa

Nim : 173070014

Judul Skripsi : Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum
Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pasar Inpres Malonda)

Skripsi ini membahas tentang jual beli cabai dengan sistem taksiran yang
belum diketahui jumlahnya karena hanya melakukan penaksiran dalam
mengambil cabai yang ditakar. Jelas ini menimbulkan permasalahan besar karena
dapat merugikan pihak pembeli maupun penjual.

Skripsi ini berjudul” Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai
Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala)” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana praktik jual beli cabai
dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli cabai di Pasar Inpres Malonda?

Metode yang penulis gunakan yaitu kualitatif, dimana penulis terlibat
secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan data
dimulai dari observasi, melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenaan dengan
data yang dibutuhkan khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik
jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala, melakukan interview dengan melalui wawancara, kemudian
mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar penulis kumpulkan lalu
dikelolah dan di analisa dengan menggunakan metode indukatif dan dedukatif,
kemudian melakukan pengecekkan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan praktik jual beli cabai
dengan sistem taksiran dilakukan di Pasar Inpres Malonda tidak diketahui secara
jelas jumlah cabai yang ditakar, namun pada praktik jual beli ini ukuran cabai
yang ditakar oleh pedagang melebihi dari ukuran yang telah ditentukan serta
adanya kerelaan antara kedua belah pihak pedagang dan pembeli,Sehingga Jual
beli ini dianggap sah atau diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat
jual beli. :

Jadi menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli cabai dengan sistem
taksiran dianggap sah atau diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan
rukun jual beli. Hal ini juga berdasarkan pada pasal 77 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat
dilakukan terhadap, Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah
ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena
dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad
ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak
mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi membutuhkan
hubungan dengan orang lain." Namun dalam hal ini juaa beli yang dimaksudkan
adalah sistem taksiran yang belum jelas sumber hukumnya.

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.? Islam membolehkan
jual-beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang
telah ditentukan oleh syara’ sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Bagarah (2) :

257 yang berbunyi sebagai berikut :
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Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

! Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalah Cet 2 (Kencana 2012), 3
Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), 73.



kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.®

Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta
sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak
sah dan melanggar syari’at seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari
macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at.
Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan
yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang
bersangkutan.*

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk
melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.” Salah satu sarana atau tempat
yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Inpres
Malonda. Di pasar Inpres Malonda terdapat beraneka ragam barang yang
diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder diantaranya
adalah barang-barang harian seperti beras, sayur-sayuran, bumbu dapur, daging,
ikan, serta pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di
Pasar Inpres Malonda salah satunya yaitu dengan cara taksiran. Taksiran itu
sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang
yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan
menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga

pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Bintang
Indonesia, 2010)

*lbnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy
dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: PT. Bina llmu, 2005),
368-369.

*http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html
diakses pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020.


http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html

diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami
kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya
menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang
tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian
bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah
lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak
pembeli. Jual beli dengan cara taksiran di Pasar Inpres Malonda Kelurahan
Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dilakukan oleh sebagian besar
pedagang sayur mayur, dan jual beli dengan cara taksiran sudah menjadi
kebiasaan masyarakat sekitar sehingga sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Jual beli dengan cara taksiran ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur
seperti cabai, Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000, maka
sesuai takaranya pembeli mendapatkan cabai 1 ons karena harga cabai
Rp.30.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau
menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan .

Berdasarkan observasi awal penulis mendapakan informasi dari pedagang
bahwa biasanya ketika pasar dalam keadaan ramai maka para pedagang melayani
konsumen dengan menggunakan cara taksiran untuk menyingkat waktu, karena
jika satu persatu ditimbang maka akan memakan waktu yang lebih lama. Sebagai
contoh misalnya seseorang membeli cabai seharga Rp.5000, dalam keadaan ramai
maka pedagang akan memberikan cabai dengan cara taksiran.® Tetapi ada juga
pedagang yang menggunakan cara taksiran tangan baik dalam keadaan ramai
maupun sepi. Jual beli dengan cara taksiran merupakan jual beli yang menjadikan

akad jual beli tersebut menjadi tidak lazim.

® Hardia, Hasil Wawancara, Doonggala 01 Desember 2020.



Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 29 menyebutkan, Akad
yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah “Akad yang disepakati
dalam perjanjian, tidak mengandung unsur gharar atau keraguan, dilakukan
dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.’

Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik
berupa satuan atau keseluruhan.

b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan,
sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain
yang telah terjual.

Hal ini juga sesuai dengan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES) dijelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual
beli yang diwujudkan dalam harga. Dan pada pasal 63 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syaria“ah (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan
objek jual beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan
uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.’

Jadi syari’at Islam dalam masalah muamalah ini memberikan peraturan
yang sebaik-baiknya agar manusia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan

pada saatnya manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di

"Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah, (Bandung : Fokuspedia, 2008), 21.

8Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010),
30.

*Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari“ah di Indonesia,
161.



akhirat kelak. Allah juga menuntun kita dalam masalah muamalah dalam firman-

Nya pada Qur’an surat Al-Bagarah (2) : 29 sebagai berikut :

(]
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Terjemahnya :

Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan
Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.®

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah Swt telah menyediakan segala
keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-
aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw maka aspek jual beli ada aturan
hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah
kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi
menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti
timbangan yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya serta beratnya.
Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus menaati seluruh
aturan hukum/norma yang berlaku. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan
masyarakat di Pasar Inpres Malonda Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala di dalam melaksanakan akad jual beli cabai dengan
menggunakan sistem taksiran.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalma kenyataannya, banyak
orang yang beragama islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka
pencaharian dan usaha merreka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli
cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kelurahan Ganti,

Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

“Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Bintang
Indonesia, 2010)



Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Figh Muamalah menjelaskan
bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui
(dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya,
takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang
menimbulkan keraguan salah satu pihak.**

Menurut Qamarul Huda dalam bukunya yang berjudul Figh Muamalah
menjelaskan bahwa teknis penyerahan benda bergerak yaitu dengan
menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan
sebagainya untuk menentukan ukuran sasuatu.*?

Berdasarkan persoalan di atas bahwa jual beli dengan cara taksiran yang
terjadi di pasar Inpres Malonda tidak diketahui jumlah takarannya, hal ini
membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual.
Karena ada salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui
takaran atau timbangannya, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya
ilmiah dengan judul “Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Inpres Malonda Kabupaten

Donggala)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka penulis akan lebih
memfokuskan permasalahan pada pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres
Malonda Kabupaten Donggala?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli

cabai dengan sistem taksiran ?

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 73.
2Qamarul Huda, Figh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 66.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cabai dengan system
taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda
Kabupaten Donggala.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran
dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Penelitian ini pula diharapkan dapat membangkitkan kesadaran
masyarakat dalam jual beli cabai dengan sistem taksiran.

c. Penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata
Satu (S1) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

2. Kegunaan akademis
a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam

menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan
tentang Jual Beli.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin
meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan ini.

D. Penegasan Istilah
Dalam memberikan penjelasan terhadap pembahasan judul masalah, yakni

“Praktik Jual Beli cabai dengan sistem taksiran dalam tinjauan Hukum Ekonomi



Syariah ”. maka penulis merasa perlu untuk memeberikan penegasan terhadap
istilah yang digunakan, berikut penegasan istilah atau makna yang terkandung,
yaitu :
1. Praktik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Praktik adalah
pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.*?
2. Jual Beli
Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan syara dan disepakati.'*
3. Sistem Taksiran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata taksiran berasal dari kata
taksir yang artinya kira-kira, atau menentukan sesuatu banyaknya jumlah.*
4. Tinjauan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata
tinjau adalah mempelajari dengan cermat. Tinjauan berarti hasil meninjau,
pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).'®
Maka tinjauan dapat diartikan pula sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan,

kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa serta penyajian data yang

BDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), 1996.

Y“Hendi Suhendi, Figh Muamamalah, 68.

BDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), 1996.

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), 1996.



dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu penelitian dalam
memecahkan suatu persoalan.
5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah semua norma yang mengatur kehidupan
individual dan kelompak dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau
penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan
ekonomi.’” Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang
bersifat komersial menurut prinsip syariah.*® Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah
norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di masyarakat ketika
melakukan usaha atau keinginan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompak
orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam

rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

Dalam konteks masyarakat , "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum
Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam
masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Figih di bidang ekonomi oleh
masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum
untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah
sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem
Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul

dalam masyarakat.*®

YRachmat Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspeksi Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

'8pasal 1 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Yhttp://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian
hukumekonomi-syariah.html?m=1 diunduh pada 19 Agustus 2016.
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Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:
d. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik
berupa satuan atau keseluruhan.
e. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan,
sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
f. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain

yang telah terjual. %

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca terkait pembahasan
dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa garis-garis besar menurut ketentuan
yang ada dalam komposisi skripsi ini. Skripsi ini secara keseluruhan terdapat
lima bab yang didalam masing-masing bab terdiri dari beberapa pembahasan,
yang disusun secara sistematis. Adapun garis-garis besar isi dalam bab yaitu
sebagai berikut:

Bab | adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah,
dan garis-garis besar isi.

Bab Il adalah kajian pustaka yang menjelaskan tentang penelitian
terdahulu, kajian teori tentang tentang jual beli serta teori tentang taksiran.

Bab Ill adalah metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan
jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data dan tehnik pengecekan keabsahan data.

“Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: FOKUSMEDIA,
2010), 30.
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Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang
Gambaran umum Pasar Inpres Malonda, Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran
di Pasar Inpres Malonda, dan Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual
Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala.

Bab V merupakan penutup, berisi jawaban dari pokok permasalahan yang

ada. meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah
dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan
dalam pengembangan pemikiran serta dalam menganalisanya. Penelitian saat ini
sangat perlu mengacu kepada penelitian sebelumya agar dapat mempermudah
dalam pengumpulan data metode analisis data dan pengelolaan data yang nantinya
akan dilaksanakan. Dalam penelitian yang berjudul “Praktik Jual beli cabai
dengan sistem taksiran dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Penulis

menggunakan tiga penelitian terdahulu. Penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yustari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu. Dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual
beli tanaman bawang di Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea
Kabupaten Donggala”. Skripsi ini membahas Praktik jual beli tanaman
bawang dengan menggunakan sistem borongan. Sekilas dimungkinkan
adanya unsur Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang
bertujuan merugikan pihak lain. Hasil penelitiannya menunjukan Praktik
tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam
Islam. Dimana Gharar (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu
tanaman bawang berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih
tergolong dalam Gharar yang ringan dan tidak mungkin dilepas. Dari

hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan pembahasan yang dilakukan

12
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peneliti, yaitu penulis melakukan penelitian praktik jual beli cabai dengan
sistem taksiran pada Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

. Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmatin Nurjanah Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri

(13

(Purwakerto). Dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional
Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini membahas tentang jual beli
dengan cara Cimitan yang dimungkinkan tidak sesuai ketentuan syara’
karena ada salah satu objek tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui jumlah
takaran atau timbangannya. Dari hasil penelitian di atas, terdapat
perbedaan pembahasan yang dilakukan peneliti, yaitu penulis melakukan

penelitian praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran pada Pasar Inpres

Malonda Kabupaten Donggala.

. Penelitian yang dilakukan oleh Dul Jalil Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang). Dengan judul skripsi
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Dengan Sistem
Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten
Brebes). Skripsi ini membahas tentang jual beli bawang dengan sistem
taksiran langkah kaki, dalam jual beli bawang merah tersebut
dimungkinkan adanya unsur gharar dan praktik jual beli bawang merah
dengan sistem taksiran langkah kaki tersebut perjanjian hanya dilakukan
dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan dapat
berakibat ingkar janji. Hasil penelitiannya menunjukkan praktik tersebut
terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama karena adanya berbagai
macam alasan : Pertama Bahwasanya konsep dasar jual beli adalah yakni

antara penjual dan pembeli sama-sama rela. Kedua praktek jual beli
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seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering
dikatakan dengan (Urf) dan setelah melakukan penelitian, kebiasaan atau
Urf tersebut merupakan Urf yang shohih yang tidak bertentangan dengan
ajaran agama dan akal sehat. Ketiga Antara petani dan pembeli sama-
sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah,
jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. Dari hasil penelitian di
atas, terdapat perbedaan pembahasan dan objek penelitian yang dilakukan
peneliti, yaitu penulis melakukan penelitian praktik jual beli cabai dengan

sistem taksiran pada Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudia Wulan Pratiwi Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro. Dengan judul skripsi Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan
Seputih Agung). Skripsi ini membahas tentang jual beli padi dengan
sistem borongan, dalam jual beli padi tersebut dimungkinkan adanya
unsur gharar dan praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran
langkah kaki tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa

perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan dapat berakibat ingkar janji.

. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Fauzan Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Dengan judul skripsi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus jual Beli Padi di Desa Suharjo
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini
membahas tentang jual beli padi dengan sistem timbangan, dalam jual beli

padi tersebut dimungkinkan adanya unsur praktik jual beli fasid dengan
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sistem penimbangan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara

lisan tanpa perjanjian tertulis.

B. Kajian Teori
A. Taksiran

1. Pegertian Jual Beli Taksiran (Jizaf)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata taksiran berasal dari kata
taksir yang artinya kira-kira.?* Jual beli taksiran yaitu perkiraan dalam mengambil
suatu barang dagangan. Jadi jual beli taksiran yang dimaksud adalah perbuatan
dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan

tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

Dalam bahasa Arab istilah taksiran yaitu Jizaf (Taksiran atau Perkiraan)
yang mempunyai definisi sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau
dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira atau ditaksir keseluruhan setelah
melihat objek transaksi. Jenis jual beli semacam ini telah dikenal para sahabat
pada zaman Rasulullah saw. Modelnya kedua belah pihak melakukan akad atas
suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti, kecuali dengan cara
perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.?

Jizaf adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual
beli jenis ini dikenal dikalangan sahabat di zaman Rasulullah saw. Kala itu,
penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi
tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan

orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan

*! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), 1996.
%2 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Semarang : Toha Putra, t.t) 132.
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jarang salah. Kalaupun ada Kketikjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena

jumlahnya yang sedikit.*®
2. Dasar Hukum Jual Beli Taksiran (Jizaf)

Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa Hadits yang menunjukkan
disyariatkan jual beli Jizaf, diantaranya adalah dua hadits berikut :

1. (8 356 &8 Gilgd oil (& CoAl 8 c—ua ol & glaa Wis O i ey WS

Oah 421 5) & ) 48 Ga alig adle a LYa LN G8 G e iy G L

bl 4 gibls 3 3R AU, 455340 3 ga 5380 &6 Ada 0 & U Gl m DY

oA 5 ) 83 & i B3N iadd L& pa Al

Artinya . Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Ma’in, telah
benceritakan kepada kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij, ia berkata ; aku telah
diberitahu dari Ibnu Syihab dari Aisyah radiallahu’anha, ia berkata ; Nabi
Sallallahu’alai wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah, dan
mentaksirkan kurma ketika telah matang sebelum dimakan. Kemudian ia
memberikan pilihan kepada orang-orang yahudi, dan mereka
mengambilnya dengan penaksiran tersebut, atau mereka menyerahkan
kurma tersebut kepada oang-orang yahudi dengan penaksiran tersebut,
agar zakat dapat dihitung sebelum buah dimakan atau dipisahkan.

2. Diriwayatkan oleh Muslimlah dan Nasa’i dari Jabir ra. Ia berkata,
“Rasulullah melarang transaksi Rasulullah melarang jual beli shubrah
(kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma
yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara

jelas takarannya”.*

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Semarang : Toha Putra, t.t) 173.
% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah., 148
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Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma
diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut,
bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma
tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan
alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduannya, dan hal ini lebih
dekat dengan riba fadhl. Jika kurma tersebut ditukar dengan uang, dan pertukaran

tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

3. Dalam Hadits riwayat jama’ah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari
Umar ra. la berkata, “Mereka masyarakat melakukan transaksi makanan
secara Jizaf diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), Rasulullah
melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan dari
tempatnya”.

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Rasullah saw terhadap
perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara Jizaf. Akan tetapi, beliau

melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadinya serahterima.?

3. Rukun Jual Beli Taksiran (Jizaf)

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli
dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila terpenehunya rukun dan syaratnya.
Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

a. Ba’i (penjual)
b. Mustari (pembeli)
c. Sighat (ijab dan gabul)

d. Ma’qu‘alaih (benda atau barang).?

** Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Semarang : Toha Putra, t.t) 173.
% Hendi Suhendi, Figih Muamalah., 70
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Adapun uraian syarat-syarat rukun jual beli sebagai berikut :
a. Syarat penjual dan pembeli

1. Berakal (Mumayyiz)

Pendapat Imam Syafi’i syarat pelaku transaksi itu baik baik
sebagai pedagang maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah

dewasa (Baligh), dan dapat memelihara agama dan hartanya.?’

Dalam Al-Qur’an Allah Swt Q.S An-Nisa (4):5
2ol 150 Ay 2 ST b 2 85715 el K14 Jas alf a0l el | 535 Y5
L5 ey 38

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belu sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian
(darizpasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik.

b. Syarat sighat (ijab dan gabul)

Adapun yang berkaitan dengan (ijab dan gabul) Ulama figih
menyatakan bahwa syarat ijab gabul yaitu:

a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal

b. Qabul sesuai dengan ijab

c. ljab dan gabul yang dilakukan dalam satu majlis®

Dari ketiga syarat ijab gabul di atas peneliti akan menguraikan

syarat-syaratnya sebagai berikut.

%’ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Semarang : Toha Putra. t.t) 173

%8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemahanya, (Jakarta: PT.
Bintang Indonesia, 2010)

2% Nasrun Haroen, Figih Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000,
166
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1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus sudah akil baligh
dan berakal serta memenuhi syarat untuk melakukan ijab gabul.

2. ljab dan Qabul

Qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pedagang menerima apa
yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan
antara ijab dan kabul misalnya pedagang menerima barang yang tidak
sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka jual beli tidak sah.*

2. ljab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis

c. Syarat objek transaksi (cabai)

Barang yang dijual harus ada (Maujud), oleh karena itu tidak sah
jual beli barang yang tidak ada (Ma 'dum) atau yang dikhawatirkan tidak
31

ada

4. Syarat Jual Beli Taksiran (Jizaf)

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu sebagai
berikut:
a. Syarat terjadinya akad (in igad)
b. Syarat sahnya jual beli
c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)

d. Syarat mengikat (syarat luzum)*

%0 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, Ed.I, cet.3. Jakarta :

Amzah,2015.189
31 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, 189-190
%2 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, 186
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Ulama figh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual
beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya.
Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang
melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan
Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar
jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.

b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli,
baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad
menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak
perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek
transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan
persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau
ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa
dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda
dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki
bentu yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan
sejenisnya. Jika objek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang
melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan
berlaku sebaliknya.

d. Objek transaksi bisa ditakar oleh barang yang memiliki keahlian dalam
penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikakan atas objek yang sulit untuk
ditaksir. Madzab Syafi’iyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka
menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan

menaksir.
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e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk
ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui
kuantitasnya.

f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi
haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah
dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek
transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak
Khiyar.

g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui
kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas,
dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan

apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga. *

enimbangan
1. Pengertian Penimbangan
Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar, dalam aktivitas bisnis,
takaran (al-kail) biasanya dipakai mengukur satuan dasar ukuran isi barang
cair, makanan dan keperluan lainnya untuk menentukan isi dan jumlah
besarnya biasanya memang menggunakan alat ukur yang disebut takaran.
Kata lain yang digunakan untuk fungsi yang sama adalah literan atau
sukatan. Kalau takaran digunakan untuk alat ukuran satuan isi, timbangan
(al-wazn) dipakai untung mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan
adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian benar-benar

dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektik Ekonomi Syariah.**

) 159

%3 23 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah., 149-150
% Akmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), cet. III,
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Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus
dalam Al-Qur’an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain.
Praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang buruk dalam jual beli
yaitu ketidakpercayaan pembeli kepada pedagang yang curang. Oleh karena
itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat
ancaman siksa di akhirat.

Adapun aturan atau hukum jual beli dalam islam jika barang-barang
tersebut ditimbang atau diukur maka timbangan dan ukurannya harus tertentu
dan diketahui.*

Dalam jual beli yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran,

perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan telah dijelaskan

dalam Q.S Al-Mutaffifin (83) : 1-3. Allah Swt berfirman :
sl b 5155 5 2 M35 630 G e TLIR11Y Goall - Guialadll O35

Terjemahnya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang
apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta memenuhi,dan ag)abila
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. >

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang curang,
mereka dinamakan Mutaffifin, dalam bahasa arab mutaffifin berasal dari kata
taftif atau tafafah. Yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang
curang itu dinamakan mutaffif. Karena ia menimbang atau menakar sesuatu
hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh sampai ke permukaan.
Dalam ayat di atas perilaku curang dianggap pelanggaran moral yang sangat

besar.

% Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 392-393
*® Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemahanya, (Jakarta: PT.
Bintang Indonesia, 2010
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Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat,
padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan
perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan
azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya.

Pedagang berang yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras
berkualitas rendah, penjual daging yang meimbang daging dengan campuran
tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang
kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi saat
menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh keuntungan dari
cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan
mendatangkan azab bagi pelakunya.*’

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan cara terbaik
dalam trasaksi jual beli. Dalam Q.S Al-Isra : 35 Allah Swt berfirman :

Sl (el R b gl Qataally 1555 2018 T sy

Terjemahnya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya. *

Dari ayat di atas menegaskan kepada kita pentingnya kejujuran dalam
menakar dan menimbang pada saat melakukan perdagangan sehingga tidak

ada pihak yangmerasa dirugikan.

%7 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993),
** Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemahanya, (Jakarta: PT.
Bintang Indonesia, 2010
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C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-bai’ (saling menukar).
Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan
dalam definisi berikut :

1. Menurut Sayyid Sabig dalam Kkitanya Figih Sunnah Juz 3
mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran benda dengan
benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik
disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*

2. Menurut Tagiyuddin Jual beli adalah saling menukar harta (barang)
oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan gabul sesuai
dengan syara’. *°

3. Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili Jual Beli
adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.*

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu
perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara
sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan
kedua belah pihak yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Benda yang dimaksud adalah berupa barang dan uang serta sifat benda
tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat
dibenarkan kegunannya menurut syara. Benda itu adakalanya bergerak atau dapat

dipindahkan dan adakalanya tetap atau tidak dapat dipindahkan, ada yang dapat

¥sayyid Sabiq Figih Sunnah Juz 3 (Semarang : Toha Putra, t.t) 126.
*0 Qamarul Huda, Figih Muamalah. (Jokjakarta : Teras, 2011) 52
“! Ibid, 52.
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dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi dan yang lain-lainnya.

Penggunaan harta tersebut dibolehkan selama tidak dilarang oleh syara.*?

2. Dasar Hukum Jual Beli

2) Landasan Al-Qur’an Surat Al-Bagarah (2) : 275.
§ v @ _ 2 Fo z
ol e aall A gals

Terjemahnya :
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3) Landasan Hadits Rasulullah Saw

O st i 885 ey JADN Jae U6 Lilal & &

Artinya : “Wahai Rasulullah mata pencaharian apakah yang paling baik?”
beliau bersabda “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap
jual beli yang mabrur (diberkahi)”. (HR. Ahmad 4:141)

4) Landasan [jma’

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang
diperbolehkannya al-ba’i karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni
setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh
orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia
butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyari’atkannya ba 7, setiap orang

dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.*?

*2 H. Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Ed.2 Cet.11, Depok Rajawali Pers 2017), 69

“®Dul Jalil “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan
menggunakan system taksiran studi kasus di desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten
Brebes” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WALISINGO, Semarang,
2016),24.
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Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang
kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat,

karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.

3. Rukun Jual Beli

Dikalangan fugaha, terdapat perbedaan menganai rukun jual beli. Menurut
Fugaha kalangan Hanfiyah, rukun jual beli adalah ijab dan gabul. Sedangkan
menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul) ‘aqaid
(penjual dan pembeli), ma ’qud alaih (objek akad).**

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak
penjual. Akad ini dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli,
karena tanpa adanya akad tersebut. Jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu
akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah
pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati
(batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan
adanya ijab dan gabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah saw.
Bersabda, “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. Bersabda : Janganlah dua orang
yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.*®

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga terdiri dari ,agidain
(penjual dan pembeli), ma’qud alaih (barang yang diperjual belikan dan nilai
tukar pengganti barang), sighat (ijab dan gabul).*®

Pendapat jumhur ulama tentang rukun jual beli sebaga berikut, jumhur

ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

* Qamarul Huda, Fikih Muamalah, (Jokjakarta,teras) 55
*“Ibid., 55.
**Endang hidayat, Op. Cit., 17.
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a. Ada Penjual dan pembeli (agidain).
b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibeli.

d. Ada nilai tukar pengganti uang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang

dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama figih sepakat bahwa
orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai
berikut :

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumhur
ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus
sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad jual
beli itu belum mumayyiz, maka jual belinya tidak sah.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya,
seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai
penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan gabul. Para ulama figh
mengemukakan bahwa syarat ijab dan gabul adalah sebagai berikut :

1) Orang yang mengucapkanya telah baligh dan berakal menurut
jumhur ulama, atau telah baligh menurut ulama Hanafiyah.

2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual
buku ini seharga Rp. 20.000,” maka pembeli menjawab: “saya beli
buku ini seharga Rp.20.000” apabila antara ijab dan kabul tidak

sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
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3) ljab dan gabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah
pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang
sama.

Di zaman modern seperti ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi
diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang
oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa
ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam Figh
Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba’i al-mu’athah.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma “qud ,,alaih). Syarat-
syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai
berikut :

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual
menyatakan kesanggupanya untuk mengadakan barang itu.

2) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu,
bangkai, khamar, dan darah tidak menjadi objek jual beli, karena
dalam pandangan syara’ benda-benda seperti ini tidak bermanfaat
bagi orang muslim.

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang
maka tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan
di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum
dimiliki oleh penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Para ulama Figh
mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
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2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum
melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga
barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya
harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan
barang (al-mugayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar
bukan barang yang diharamkan oleh syara’, seperti babi dan khamar,

karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara’.*’

4. Syarat-syarat Jual Beli

Ulama Madzhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-
persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam akad, ‘aqid, ataupun
dalam ma qud’alaih. Adapun pendapat-pendapat mereka adalah :*®

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan gabul).

Ijab dari segi bahasa berarti “kewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul
berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau
penjual sebagai mana gabul juga dapat dilakikan oleh penual atau pembeli.
Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dalam salah satu yang berakad
disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahya disebut gabul.
Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab gabul tidak harus diekspresikan
lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan
ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan gabul
adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan,

memberi tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang

T Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010, h. 70-73.

*8Qamarul Huda, Figih Muamalah. (Jokjakarta : Teras, 2011) 56
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menunjukan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata bi'tu (saya
menjual), malaktu (saya memiliki), isytaraitu (saya beli), dan akadtu (saya ambil).
Merupakan contoh lafadz akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iah bahwa jual beli tidak sah kecuali
dilakukan dengan shigah yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat
menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan
isyarat tunawicara yang dapat dimengerti. ljab gabul dengan tulisan (surat
dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling
berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara). Akan
tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada
halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebaut tidak sah
jika tidak dipenuhi dengan syarat transaki jual beli selain dengan kata-kata.*°

Syarat lain untuk sahnya ijab dan gabul, menurut pendapat ulama Syafi’iah
dan Hanabilah, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis
akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah
berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qgabul tidak akan merusak akad
jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.®

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab dan gabul adalah
adanya kesesuaian antara ijab dan qabul terhadap harga barang yang
diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian

13

antara ijab dengan qabul. Misalnya penjual berkata, “ saya menjual baju ini
dengan harga Rp 50.000°-“. Kemudian pembeli menjawab, “saya beli baju ini
dengan harga Rp 40.000,-. Proses ijab gabul tersebut menggambarkan jual beli

yang tidak sah, karena tidak ada kesesuaian harga yang disepakati, kecuali apabila

“1bid., 56.
Ypid., 57
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si penjual menerima penawaran harga si pembeli dengan harga Rp 40.000,-
tersebut.”

b. Syarat-syarat Aqid (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad.
Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus
dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedunya adalah sebagai
berikut :>2

1) Keduanya telah cakap dalam perbuatan hukum. Dalam hukum islam
dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Beradasarkan syarat
ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat,
menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madzhab
Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli.

2) Keduanya melakukan akad atas kehedak sendiri. Karena itu apabila
akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental,
maka menurut jumhur ulama tersebut tidak sah.

c. Syarat-syarat dalam ma 'qud alaih (objek akad).

Ma’qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para
ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam ma qud
alaih ada empat macam. Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat
ma’qud alaih ada enam macam. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu
signifikan , karena pada dasarnya ada dua dari enam syarat ini telah tercakup pada
empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.

bid., 57
52 |bid., 58
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Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun
ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam.

b) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.
Berharga dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan
agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

c) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli
barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.

d) Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya

benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.

. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya :
a. Ditinjau dari segi hukumnya yaitu :

1) Jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut
hukum. Madzhab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk
diantaranya :

a) Jual beli yang sahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual
beli yang sahih apabila jual beli disyariatkan, memenuhi
rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu milik
orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli
seperti ini jual beli yang sahih.

b) Jual beli yang batil. Jual beli dikatakan sebagai jual beli
yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak
terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak
disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,

orang gila, atau barang yang dijualbelikan itu barang-
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barang yang diharamkan syara’, seperti bangkai, darah,

babi, dan khamar.

b. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah :

1)
2)

3)

4)

5)

Jual beli sesuatu yang tidak ada

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang
yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal).
Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung
yang lepas dari sangkarnya.®> Hukum ini disepekati oleh
seluruh ulam Figih dan termasuk dalam kategori bay’ al-garar
(jual beli tipuan). Alasannya adalah hadist yang diriwayatkan
Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah
sebagai berikut yang artinya® Jangan kamu membeli ikan di
dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan”. *

Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang
mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya
barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya tidak terlihat
baik.

Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti
menjual babi, bangkai, darah dan khamar.

Jual beli al- ‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan
melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli
dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang

diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di

53Ali Hasan, Berbagai Macam transaksi dalam islam, 129

5 Nasrun Haruen, Fikih Muamalah, 122.
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(13

dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “ Uang hangus”

tidak boleh ditagih.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang
tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tidak dimiliki
seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak
boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli Fasid. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan
jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan
barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti
menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu
menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan
jual beli fasid. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli

fasid dan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi

dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), Jual beli terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu :

a) Denga lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang
dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat
merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.

b) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan,
utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan gobul dengan

ucapan, misalnya Vio pos.
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c) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling
memberikan) atau dikenal dengan istilah mu athah yaitu mengambil dan

memberikan barang tanpa ijab dan qobul.®

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Ekonomi Syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah
dipraktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah
perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di
lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan
dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam

bidang Ekonomi Syariah.>®

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundangan-undangan yang
mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih
lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka
sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga
mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan
demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab
Undang Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.>’

Hukum Ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan
ekonomi secara Interdisipliner dan Multidimensional.®® Hukum Ekonomi Islam
adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh

perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang

% Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, 77-78

% Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.
57 H
Ibid.,

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.5.
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bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya Hukum
Ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-
menyewa, gadai, dan lain-lain yang memperhatikan kaidah halal-haram dan
larangan riba.*®

Dalam konteks masyarakat , "Hukum Ekonomi Syariah™ berarti Hukum
Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam
masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Figih di bidang ekonomi oleh
masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum
untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah
sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem
Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul

dalam masyarakat.®

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dapat peneliti
pahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang
mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk

menyelesaikan sengketa.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
Hukum memiliki dua fungsi/ peran penting. Pertama, hukum dapat
dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah
social engineering. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku
sosial, atau disebut dengan istilah social control.
Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur

sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum

%V/eithzal Rival dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi
Tetapi Solusi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h. 356.

%%http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian
hukumekonomi-syariah.html?m=1 diunduh pada 19 Agustus 2016.



37

sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa
masyarakat ke dalam suatu baru. Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum
menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau
dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.®

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu
hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu

yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu:

a. Hukum i'tigadiyyah (agidah). hukum ini mengatur hubungan
rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah
keimanan dan ketakwaan.

b. Hukun khulugiyah (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan menusia
dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama,
bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hubungan
khulugiyah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri
yang merupakan tonggak dalam rangka menujuakhlak dengan
sesama makhluk.

¢c. Hukum amaliyah (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup
lahiriyah antaran manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya

selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

SlFathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi., h.12.
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Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari subtansinya para ulama
juga mengelompokkan hukum Islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan
Muamalah.®?

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah® :

a. Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman Muslim
dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitumenerima risiko
yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh
juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat
yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di
mana ada manfaat, di situ ada risiko".

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk
menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata
lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur
tanpa dimanfaatkan.

d. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari
perseorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada
kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan
dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat. Depreciation, segala sesuatu

di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang

82 1bid., 19-20.
83 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi., 7-8
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abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang bukan merupakan alat

penyimpanan nilai.®*

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 bahwa jual
beli dapat dilakukan terhadap:
g. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik
berupa satuan atau keseluruhan.
h. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan,
sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
i. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain
yang telah terjual. ®
Hal ini juga sesuai dengan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES) dijelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual
beli yang diwujudkan dalam harga. Dan pada pasal 63 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syaria’ah (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan

objek jual beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan

uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.®®

®Ibid.,

%Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: FOKUSMEDIA,
2010), 30.

% Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari“ah di Indonesia,
161.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat
deskriptif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu
agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah
suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodogi yang
menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia.®” Untuk itu penulis akan
menggunakan pendekatan lapangan/field research, yakni metode pengumpulkan
data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur
yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi/statistik.

Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbentuk dalam lingkungan
sosial yang bermula pada data dan dianalisis melalui teori yang menjadi bahan
penjelasan hingga berkembang menjadi suatu teori. Dalam menganalisis masalah
ini, fokus peneliti dalam mendeskripsikan dan analisis mendalam dan kontekstual
yang mengarah pada kasus tunggal yakni bagaimana “Sistem Taksiran Pada Jual
Beli Cabai”. Sehingga lebih memudahkan untuk medeskripsikan dalam teks
deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami sehingga mampu
memberikan informasi, menggali data yang akan diteliti dan mampu untuk
mempertanggung jawabkan. Peneliti berharap dengan pendekatan kualitatif dapat

menjawab atas rumusan masalah yang telah diajukan.

%juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya llmiah (Cet.
VII; Jakarta: Kencana, 2017), 33.

40
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Pasar Inpres Malonda yang bertempat di Kel. Ganti
Kec. Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan jual beli cabai
dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda dijadikan sebagai objek penelitian
karena merupakan Pasar terbesar di Kabupaten Donggala. Pasar Inpres Malonda
memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan praktik
jual beli sehingga mampu mendorong upaya peningkatan Kkesejahteraan

masyarakat.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk itu kehadiran peneliti di lapangan
mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrumen sekaligus partisipan
dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi
sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai,
dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi
penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak
sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian
dengan pedoman observasi. Terkait dengal hal tersebut, peneliti turun langsung ke

lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data
Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini, yakni data
primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti

melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview).
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literatur dan

dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian.®®

E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti secara langsung
terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk
menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, serta
melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.®
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat
dilakukan secara struktur dan tidak struktur, serta dapat dilakukan melalui tatap
muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan
sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara
tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

lengkap untuk pengumpulan datanya.

%8Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 39.

%9Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya llmiah (Cet.
VII; Jakarta: Kencana, 2017), 140.
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Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan.
Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada
pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis
dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang
ditujukan informan yang di wawancarai, yaitu terdiri dari :

1. Penjual Cabai
2. Pembeli

Teknik pengumpulan data yang evektif dan efisien bagi peneliti agar ada
interaksi langsung berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran
tentang segala sesuatu yang ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar
bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya
tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang
pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui
dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang

akurat berdasarkan fakta yang ada di Pasar Inpres Malonda.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh
dianalisi dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
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1. Reduksi Data

Reduksi data secara etimologi berarti pengurangan atau pemotongan,
sedangkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman
mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transfortasi data kasar yang

muncul dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi
data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorentasi kualitatif
berlangsung.”

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi
dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi
penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait
dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.
Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan,
menggolongkan, = mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif,
berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.”* Data yang

disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkait dengan

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, , Qualitative Data Analisys,
Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif “Buku Tentang Metode-Metode
Baru”, (Cet. I: Jakarta: Ul Press, 2005), 15-16.

bid., 194-195.
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Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Taksiran Pada Jual Beli
Cabai (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala) sehingga data
yang diperoleh lebih akurat.
3. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik
kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari
makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar
mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal
yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti
pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang
dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian
kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses

menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.’?

G. Pengecekan Keabsahan Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik
kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari
makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar
mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal
yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti
pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang
dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian
kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses

menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.”

2Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian (Cetakan V: Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

"Ibid,.215
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1. Ketekunan pengamatan
Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang
dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus
menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai
aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.
2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pegujian keabsahan data yang diperoleh dari

trigulasi sumber, dan metode.

a. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber
yang terkait.

b. Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan
cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunkan teknik yang
berbeda, yakni data hasil wawancara.

3. Analisi data kasus negatif
Analisi data kasus negatif adalah dimana peneliti mencari data yang
bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi
yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.
4. Member check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada
sumber datanya. Tujuan dilakukan proses member check adalah untuk mengetahui
kesesuian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila
data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan

tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.”*

"Ibid., 216-219.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Inpres Malonda

Pasar Inpres Malonda merupakan Pasar yang terbesar di Kabupaten
Donggala yang memiliki luas wilayah 20.000 (2 Ha), dan jumlah pedagang
sebanyak 180 pedagang, Pasar Inpres Malonda berdiri pada tahun 2006 di
Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala pindah pada tahun
2010 di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Pasar Inpres Malonda dibuka setiap hari mulai dari pukul 07:00-13:00
WITA, Adapun hari pasar yang paling ramai dikunjungi yaitu pada hari Senin dan
Jumat. Retribusi sewa bulanan yang dibebankan kepada pedagang kain yang
memliki ruko sebanyak Rp. 47.500. Sedangkan pedagang kaki lima mulai dari
Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000. dan untuk retribusi kebersihan dan kamanan
dibebankan kepada setiap pedagang sejumlah Rp.2000 perhari.

B. Praktik Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda

Kabupaten Donggala

Manusia merupakan pelaku ekonomi dengan segala jenis dan bentuk
pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga manusia dalam berupaya
memenuhi kebutuhannya memerlukan adanya hubungan dengan manusia lainnya
dalam hal muamalah seperti jual beli cabai yang ada di Pasar Inpres Malonda

Kabupaten Donggala.

" Arsyad, Hasil Wawancara, Kordinator Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala
tanggal 30 Juni 2021
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Pasar Inpres Malonda sebagai pasar terbesar di wilayah Kabupaten
Donggala menjadi tempat perkumpulan para pedagang cabai dari berbagai daerah.
Sebagai tempat perkumpulan para pedagang tentunya banyak menggunakan
berbagai macam metode penjualan dalam pelaksanaan jual beli salah satunya
dengan menggunakan sistem taksiran. Hal ini menimbulkan dampak tersendiri
dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya
berbagai macam praktik jual beli, salah satunya dengan menggunakan sistem jizaf
atau taksiran yang digunakan pedagang khususnya pedagang cabai.

Mengikuti perubahan zaman saat ini masih ada pedagang cabai yang
melakukan transaksi jual beli dengan sistem taksiran. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan di Pasar Inpres Malonda Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
tepatnya pada permasalahan jual beli cabai dengan sistem taksiran oleh pedagang
cabai di Pasar Inpres Malonda informasi sebagai berikut.

Praktik Jual beli cabai yang diterapkan di Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala memiliki tiga cara yaitu : Perkilo, perliter, dan taksiran. Ketiga jenis
jual beli ini sudah menjadi kebiasaan yang digunakan oleh pedagang cabai di
Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala. Dari bebera praktik jual beli tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jual Beli Perkilo

Jual beli perkilo adalah jual beli cabai yang pada umumnya terjadi
di masyarakat dengan menggunakan timbangan sebagai alat takaran
dalam menjual. Jual beli perkilo peneliti dapatkan dari hasil wawancara

dengan Ibu Ida selaku pedagang cabai.

Ida “Jual beli perkilo merupakan jual beli cabai yang ditakar
menggunakan timbangan untuk mengetahui jumlah takaran cabai
yang dijual dengan harga yang tidak menetap biasanya Rp. 40.000
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per kg dan kadang juga Rp.50.000 per kg disesuaikan dengan harga
yang ada di pasaran”’®

Berdasarkan penjelasan pedagang cabai di atas peneliti
menyimpulkan bahwa jual beli perkilo adalah menjual cabai dengan
menggunakan timbangan sebagai alat takaran dalam menjual dengan
harga yang tidak menentu.

b. Jual Beli Perliter
Jual beli perliter atau sukatan adalah jual beli cabai yang ditakar
dengan menggunakan alat pengukur satuan volume yang biasa digunakan
pedagang cabai untuk menghitung takaran.
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu

pedagang cabai yang bernama Ibu Hasna.

“Jual beli perliter yaitu jual beli cabai dengan cara diukur di tempat
literan beras dengan harga Rp. 30.000 dan ada juga harga Rp.
20.000 sesuai dengan ukuran liter tersebut”’’

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli perliter
ialah jual beli cabai yang diukur menggunakan liter atau satuan volume
yang pada umumnya digunakan pedagang cabai, harga cabai pun berbeda-
beda sesuai dengan ukuran liter tersebut.

c. Jual Beli Taksiran

Jual beli taksiran merupakan jual beli cabai yang menggunakan
perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa
ditakar dan ditimbang terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang cabai atas

nama lbu Hasna.

’® |da, Hasil wawancara, selaku pedagang Cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten
Donggala tanggal 22 maret 2021

" Hasna, Hasil wawancara, selaku pedagang Cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten
Donggala tanggal 22 Maret 2021
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“ Jual beli taksiran yaitu jual beli cabai dengan menggunakan
taksiran tangan untuk menakar cabai sesuai harga yang diminta oleh
pembeli, mulai dari harga Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000."

Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah
bagaimana praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres
Malonda Kabupaten Donggala.

Mengenai latar belakang tentang praktik jual beli cabai dengan sistem
taksiran di Pasar Inpres Malonda merupakan jual beli yang menggunakan
perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangnya, tanpa ditakar dan
ditimbing terlebih dahulu. Dengan cara menggunakan taksiran tangan untuk
mengukur cabai yang dijual.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa pedagang cabai di

Pasar Inpres Malonda yang bernama Ibu Hardia dan Ibu Mia.

Ibu Hardia. “saya menjual cabai dengan sistem taksiran tangan yaitu jual
beli yang dilakukan dengan penaksiran untuk mengambil cabai sesuai
dengan harga yang diminta oleh pembeli, ada yang membeli dengan harga
Rp.5000 dan ada juga yang beli dengan harga Rp. 10.000, kami dalam
menaksir cabai yang dijual sebelumnya sudah membagi cabai beberapa
genggaman tangan hingga memenuhi ukuran perliter, misalnya satu liter
cabai sama dengan enam genggam cabai, sehingga ketika ada pembeli
yang membeli cabai dengan harga Rp.5000 saja kami sudah mengetahui
ukurannya berapa genggam cabai yang ditaksir, bahkan kami sering
melebihkan ukuran cabai dari harga yang diminta oleh pembeli. Jual beli
taksiran seperti ini sudah berlangsung lama kami lakukan.”"

Ibu Mia “Jual beli taksiran yaitu melakukan penaksiran dengan
menggunakan tangan dalam mengukur cabai untuk dijual, menjual dengan
cara taksiran ini lebih memudahkan kami dalam melakukan transaksi jual
beli cat%%i tanpa harus susah-susah mengukur atau menimbang cabai yang
dijual”.

*® Ibid.

”® Hardia, Hasil wawancara, selaku pedagang Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala tanggal 22 Maret 2021

8 Mia, Hasil wawancara, selaku pedagang Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala tanggal 22 Maret 2021
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Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Masyitah dan Ibu Halimi sebagai pembeli

cabai di Pasar Inpres Malonda.

Ibu Masyitah “ Jual beli cabai dengan sistem taksiran merupakan jual beli
cabai yang diukur dengan genggaman tangan yang ditaksir oleh penjual
cabai, jual beli taksiran ini sudah dari dulu kami lakukan, kami sebagai
pembeli lebih suka membeli cabai dengan taksiran tangan karena sesuai
dengan yang kami butuhkan dan penjual cabai selalu melebihkan ukuran
dari harga yang kami beli”®!

Ibu Halimi “Jual beli cabai dengan sistem taksiran yaitu jual beli cabai
yang dikira-kira oleh penjual cabai dengan menggunakan perkiraan tangan
dalam mengukur cabai, saya lebih sering membeli cabai dengan sistem
taksiran karena sesuai dengan jumlah cabai yang saya butuhkan dan
biasanya si penjual melebihkan cabai yang dijual dari jumlah yang
ditaksir.®?

Jual beli taksiran atau dalam bahasa arab disebut Jizaf vyaitu jual beli
sesuatu tanpa ditimbang, ditakar maupun dihitung jual beli seperti ini dilakukan
dengan cara menaksir.®® Penaksiran yang dilakukan dengan cara menggunakan
tangan dalam menakar cabai yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jual beli cabai
dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala adalah jual
beli taksiran yang dilakukan oleh pedagang cabai yang sebelumnya sudah dibagi
atau diukur berapa genggaman cabai yang ditaksir hingga memenuhi ukuran
perliter. Sehingga ketika ada yang membeli cabai dengan jumlah yang sedikit atau
dengan harga Rp. 5000 pedagang cabai sudah mengetahui perkiraan ukurannya.
Dalam jual beli ini adanya kerelaan antara kedua belah pihak pedagang dan
pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara antara pedagang cabai (Ibu Hardia dan lbu

Mia) serta pembeli cabai (Ibu Masyitah dan Ibu Halimi) dapat diketahui bahwa

81 Masyitah, Hasil wawancara, selaku pembeli Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala tanggal 22 maret 2021

82 Halimi, Hasil wawancara, selaku pedagang Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala tanggal 22 maret 2021

8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar figih muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
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praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten
Donggala hanya berlaku pada cabai yang ditaksir dengan jumlah yang sedikit atau
mulai dari harga Rp 5000 sampai Rp. 10.000 saja. Dalam jual beli dengan sistem
taksiran ini pedagang cabai selalu melebihkan ukuran cabai dari harga yang
ditetapkan sehingga pembeli lebih senang melakukan transaksi jual beli dengan

sistem taksiran.

C. Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Cabai Dengan
Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala

Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain
untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya
ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu
dengan yang lainnya. Tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah seperti halnya
jual beli.

Pengertian jual beli menurut bahasa mempertukarkan sesuatu dengan
sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda
dengan hartabenda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang,
yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut
dagangan (mabi’), sedangkan pertukaran yang lain disebutharga (saman).*

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

8 Siah Khoisyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014),
h. 45

® Hendi suhendi, figh muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) h, 68-69.

# Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Semarang : Toha Putra, t.t) 46
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yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.?® Manusia dalam melakukan usaha
jual beli harus mengetahui hal-hal yang mendasar untuk mengetahui jual beli itu
sah atau tidak sah (Fasid). Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli itu sah dan
sesuai dengan ketentuan syara.®® Dasar hukum jual beli yaitu Q.S Al-Bagarah (2) :

275.
sl ana s adl A 0l

Terjemahnya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Q.S
Al-Bagarah (2) : 275.

Praktik jual beli cabai di pasar Inpres Malonda yang biasa dilakukan para
pedagang cabai dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan tiga
sistem vaitu jual beli perkilo, jual beli perliter, dan jual beli taksiran. Namun
dalam hal ini yang menjadi permasalahan yaitu jual beli cabai dengan sistem
taksiran karena belum diketahui jumlah cabai yang ditakar. Untuk mengetahui sah
atau tidaknya mengenai akad jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu
rukun dan dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Dari praktik jual beli taksiran yang ada di Pasar Inpres Malonda penulis
akan menguraikan rukun dan syarat jual belinya, sebagai berikut.

1. Tinjauan Rukun Jual Beli Taksiran

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya.jual beli
dikatakan sah apabila terpenuhnya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli
menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

a. Ba’i (Penjual)

b. Mustari (Pembeli)

c. Sighat (ljab dan Qabul)
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d. Ma’qu ‘alaih (benda atau barang)
Benda atau barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli
cabai yang ada di Pasar Inpres Malonda.
Adapun uraian syarat-syarat rukun jual beli sebagai berikut :
a. Syarat penjual dan pembeli

1. Berakal (Mumayyiz)

Pedagang maupun pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda
merupakan orang yang sudah Baligh artinya sudah dewasa rata-rata
berusia 30 keatas, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan bisa
membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini sesuai
dengan pendapat Imam Syafi’i syarat pelaku transaksi itu baik baik
sebagai pedagang maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah

dewasa (Baligh), dan dapat memelihara agama dan hartanya.®’

Dalam Al-Qur’an Allah Swt Q.S An-Nisa (4):5
3l 11585 2h SL&T75 Lo 2 85715 Ll a0 il Jas ol a00al ol 14835 9
L5 ey 38

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata
yang baik.%

8 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Semarang : Toha Putra. t.t) 173
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemahanya, (Jakarta: PT.
Bintang Indonesia, 2010)
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b. Syarat sighat (ijab dan gabul)

Adapun yang berkaitan dengan (ijab dan gabul) Ulama figih
menyatakan bahwa syarat ijab gabul yaitu:

a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal

b. Qabul sesuai dengan ijab

c. ljab dan gabul yang dilakukan dalam satu majlis®

Dari ketiga syarat ijab gabul di atas peneliti akan menguraikan
syarat-syaratnya sebagai berikut.

1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis amati saat melakukan
wawancara bahwa pedagang dan pembeli cabai yang berada di Pasar
Inpres Malonda merupakan orang yang sudah akil baligh dan berakal
serta memenuhi syarat untuk melakukan ijab gabul.

2. ljab dan Qabul

Qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pedagang menerima apa
yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan
antara ijab dan kabul misalnya pedagang menerima barang yang tidak
sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka jual beli tidak sah.®

Praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres
Malonda berdasarkan ijab dan gabul telah sesuai meski lafal yang
digunakan tidak seperti semestinya namun tujuan yang dimaksud sama.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan

pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda.

8 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000,
166

% Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, Ed.I, cet.3. Jakarta :
Amzah,2015.189
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Hasna.”“ sebelum melakukan transaksi jual beli cabai, saya
menanyakan kepada pembeli mau beli cabai harga Rp.5000, jika
pembeli setuju dengan tawaran yang saya berikan maka pembeli
langsung membayarnya ”.

Masyitah “setelah melihat kualitas cabai yang hendak dibeli jika

sesuai dengan harga yang ditawarkan pedagang, saya langsung

: 92
membayar cabai tersebut”.

Dari keterangan di atas praktik jual beli yang dilakukan pedagang
dan pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda sudah sesuai dengan ijab dan
gabul meski pedagang tidak membalas ijab pedagang dengan lafadz,
namun dengan langsung membayar harga cabai hal ini sudah memiliki

maksud dan tujuan yang sama.

2. ljab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis
Praktik jual beli cabai oleh pedagang dan pembeli cabai

melakukan ijab gabul disatu tempat yaitu di Pasar Inpres Malonda

Kabupaten Donggala.
c. Syarat objek transaksi (cabai)

Barang yang dijual harus ada (Maujud), oleh karena itu tidak sah
jual beli barang yang tidak ada (Ma 'dum) atau yang dikhawatirkan tidak
ada.® Praktik jual beli cabai di Pasar Inpres Malonda merupakan jual beli

yang objek transaksinya ada, objek yang dimaksud adalah cabai.

2. Tinjauan syarat-syarat jual beli cabai
Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu sebagai

berikut:

% Hasna, Hasil wawancara, selaku pedagang Cabai, Pasa Inpres Malonda
Kabupaten Donggala tanggal 22 Maret 2021
%292 Masyitah, Hasil wawancara, selaku pembeli cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten Donggala
tanggal 22 Maret 2021

% Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, 189-190
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a. Syarat terjadinya akad (in igad)
b. Syarat sahnya jual beli
c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)
d. Syarat mengikat (syarat luzum)®*
Praktik jual beli cabai di Pasar Inpres Malonda Kabupaten
donggala berdasarkan keempat syarat terjadinya akad masing-masing
syarat telah terpenuhi. Hal ini telah peneliti jelaskan pada halaman

sebelumnya yaitu pada rukun jual beli.

Salah satu syarat objek jual beli yaitu mengetahui, terhadap barang yang
menjadi objek jual beli. Harus jelas spesifikasinya, jumlahnya, dan kualitasnya.
Dalam jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda sebenarnya
tidak diketahu secara jelas jumlahnya namun dalam jual beli taksiran ini takaran

cabai yang ditakar oleh pedagang melebihi dari ukuran yang ditentukan.

Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw Dalam Hadits riwayat
jama’ah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Umar ra. Ia berkata, “Mereka
masyarakat melakukan transaksi makanan secara Jizaf diujung pasar (tempat yang
jauh dari pasar), Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka

memindahkan dari tempatnya”.

Dalam Hadits diatas ini mengindikasaikan ketetapan Rasulullah Saw atas
transaksi jual beli taksiran yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak
melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus
terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah dipindahkan dari

tempat semula, dan biasanya diserahterimakan.®

% Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, 186
% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Semarang : Toha Putra, t.t) 173.
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Dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dijelaskan
bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang
diwujudkan dalam harga. Dan pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syaria’ah (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual
beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau
benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.*®

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan
terhadap, Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah
ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.®’

Pada Praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran yang ada di Pasar
Inpres Malonda yang sebenarya jumlah takarannya tidak diketahui secara jelas,
namun pada praktik jual beli ini pedagang cabai selalu melebihkan takaran dari
jumlah yang ditentukan serta adanya kerelaan diantara kedua belah pihak
pedagang dan pembeli , Sehingga jual beli ini dianggap sah atau diperbolehkan

berdasarkan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jadi menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli cabai dengan sistem
taksiran yang ada di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala Berdasarkan
Hadist dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 62, 63 dan 77
sudah memenuhi rukun dan syarat serta objek transaksi jual beli tersebut dianggap

sah atau diperbolehkan.

®Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari“ah di Indonesia,
161.

% Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli
cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli cabai dengan cara taksiran di Pasar Inpres
Malonda Kabupaten Donggala merupakan jual beli menggunakan
perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya,
tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Pelaksnaan jual beli
cabai antara pedagang dan pembeli melaksanakan akad ditempat
yang sama. Sehingga jual beli ini dianggap boleh (mubah) karena
telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Adapun Tinjauan Hukum Ekonomi syariah pada praktik jual beli
cabai dengan sistem taksiran yang ada di pasar inpres malonda
dianggap boleh (mubah) karena takarannya selalu lebih dan diikuti
dengan kerelaan kedua belahpihak disamping itu KHES
menetapkan bahwa barang yang ditakar atau ditimbang sesuai
jumlah yang ditentukan sekalipun barang yang ditakar atau

ditimbang tidak diketahui juga dalam pasal 62.

B. Saran
1. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan
jelas terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang
akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya

sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
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2. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-
hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem jizaf agar tidak

terjebak ke dalam jual beli yang mengandung gharar.
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